
ABSTRAK PERATURAN 

ENDAHARA UMUM NEGARA - ANGGARAN - PENETAPAN ALOKASI 

2015 

PERMENKEU RI NOMOR 231/PMK.02/2015 TANGGAL 18 DESEMBER 2015 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN 
PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN 
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. 

ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka pemantapan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran 
berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah, perlu mengatur kembali 
ketentuan mengenai perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian 
anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran 
bendahara umum negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor l 71/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.02/2014. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No.Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661). 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas 
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak 
dikelompokkan dalam bagian anggaran kernenterian negara/lernbaga. Pada awal tahun 
anggaran berjalan, PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi 
dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan dan disampaikan oleh PPA 
BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur resource 
envelope dan Pagu Indikatif BUN. Berdasarkan Pagu Indikatif BUN tersebut PPA BUN 
menyesuaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang selanjutnya digunakan sebagai salah 
satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN. Berdasarkan hasil pembicaraan 
pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara 
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Pagu 
Anggaran BUN. 

Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan 
Pagu Anggaran masing-masing  BA BUN kepada PPA BUN. PPA BUN menyusun rincian 
Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai 
dasar penyusunan RKA BUN. RKA BUN dimaksud disusun dengan menggunakan 
pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas: a. penganggaran terpadu; b. 
penganggaran berbasis kinerja; dan c. kerangka pengeluaran jangka menengah. 

Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

       

CATATAN : - 1. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) untuk pengeluaran 
keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, 
dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility), pada Tahun Anggaran 20 15 
tetap dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal. 



2.Dalam hal penyusunan DIPA BUN berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 belum dapat dilakukan, penyusunan DIPA BUN dilaksanakan 
berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17 1 / PMK. 02/20 13 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2 08/PMK. 02 /20 1 
4 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan 

Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014;  

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2015. 

 
 
  
 


